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ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELAYANAN PRIMA DALAM PROGRAM
PEMBUATAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI DINAS
SOSIAL KOTA MEDAN

SINDY ADELIA

Npm : 2103100030

Efektif pelayanan prima dalam program pembuatan Surat Keterangan Tidak
Mampu (SKTM) di Dinas Sosial Kota Medan. Pelayanan SKTM menjadi penting
karena berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap layanan sosial,
pendidikan, dan kesehatan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa
kendala, seperti ketidakhadiran pegawai, kurangnya disiplin kerja, serta proses
administrasi yang dinilai kurang efisien oleh masyarakat. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
meskipun Dinas Sosial Kota Medan sudah berupaya memberikan pelayanan prima
melalui perbaikan fasilitas, peningkatan kualitas SDM, dan penggunaan teknologi
informasi, namun masih ada aspek yang perlu ditingkatkan seperti transparansi
prosedur, ketepatan waktu pelayanan, serta responsivitas petugas. Diperlukan
integrasi antar unit kerja yang lebih solid serta adaptasi berkelanjutan terhadap
kebutuhan masyarakat. Selain itu, jaminan pelayanan yang adil dan akuntabel akan
mendorong kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pelayanan
publik. Kesimpulannya, pelayanan prima dalam program SKTM di Dinas Sosial
Kota Medan sudah berjalan namun belum sepenuhnya efektif dan masih
memerlukan perbaikan dari segi koordinasi dan pelaksanaan.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan Prima, Surat Keterangan Tidak Mampu, Dinas

Sosial, Kepuasan Masyarakat.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak bisa lepas dari interaksi
sosial yang kompleks dan saling ketergantungan. Sebagai makhluk sosial, manusia
membutuhkan berbagai layanan publik untuk memenuhi kebutuhan hidup,
termasuk layanan administratif dari pemerintah. Salah satu bentuk pelayanan publik
yang sangat vital adalah pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), yang
berfungsi sebagai dokumen resmi untuk mengakses bantuan dari pemerintah, baik
dalam sektor pendidikan, kesehatan, maupun program sosial lainnya.

Di Indonesia, pelayanan publik diatur dalam kerangka hukum yang
mewajibkan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya secara efektif dan
efisien. Namun pada praktiknya, masih banyak ditemukan keluhan masyarakat
terhadap kualitas pelayanan publik yang dirasa lambat, kurang ramah, tidak
transparan, dan terkadang membingungkan dari segi prosedur. Hal ini
memperlihatkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dan pelayanan
yang mereka terima.

Di Kota Medan, Dinas Sosial menjadi lembaga yang bertugas memberikan
pelayanan SKTM kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, masih
banyak ditemukan permasalahan yang mengganggu efektivitas layanan tersebut,
seperti tidak disiplinnya pegawai, kurangnya kejelasan informasi prosedural, serta
lambatnya proses penandatanganan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini tentu
sangat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat dan efektivitas layanan itu

sendiri



Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri tanpa orang
bantuan orang lain serta terus tumbuh dan berkembang biak, setelah tumbuh dan
berkembang, manusia akan melanjutkan pendidikan ke sekolah baik swasta atau
sekolah negeri yang di subsidi oleh pemerintah, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA
hingga tingkat perguruan Tinggi Negeri (PTN) ataupun perguruan Tinggi Swasta
(PTS) yang memerlukan surat atau formulir untuk berbagai macam pengurusan.
Hal ini membuat masyarakat menjadi bergantung pada aparat pemerintah di
daerahnya guna memudahkan masyarakat tersebut dalam menjalankan
aktifitasnya Kumorotomo (2008).

Masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya dibutuhkan suatu pelayanan,
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dalam kerangka pelayanan publik, bahwa secara menyeluruh pelaksanaan
pelayanan prima adalah menjadi tanggung jawab pemerintah, negara
berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk/ masyarakat untuk
memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya, pemerintah di tuntut untuk menghasilkan
barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel kepada
seluruh masyarakat yang membutuhkan, dalam kondisi masyarakat yang semakin
kritis, birokrasi publik dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran dalam
memberikan pelayanan prima Linda (2022).

Menurut Pratiwi & Sugiharto (2021) Efektivitas pelayanan prima
merupakan tingkat keberhasilan suatu pelayanan dalam memenuhi kebutuhan dan
harapan masyarakat dengan cara yang optimal, tepat sarasaran, dan sesuai dengan
standar pelayanan yang telah di tetapkan, pelayanan ini tidak hanya fokus pada

hasil akhir, tetapi juga pada proses layanan yang berkualitas.



Efektivitas pelayanan prima pada program pembuatan surat keterangan
tidak mampu (SKTM) adalah kemampuan dinas sosial atau lembaga terkait untuk
memberikan layanan yang optimal, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat yang memerlukan dokumen ini, SKTM merupakan dokumen penting
untuk mengakses fasilitas sosial, sehingga pelayanan yang efektif sangat
dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu. Tujuan pemerintah mengeluarkan
surat keterangan tidak mampu adalah untuk mengurangi beban bagi keluarga yang
kurang mampu, dan membantu keluarga kurang mampu dalam pembagian
bantuan sosial, dalam pendidikan melanjutkan sekolah bagi anak-anak yang
kurang mampu, berobat, mencari beasiswa, mendapatkan subsidi listrik,
permohonan bantuan lainnya. Dengan melampirkan surat keterangan tidak
mampu ini maka pihak penyedia jasa kesehatan atau pendidikan akan mengerti
bahwasannya warga dan masyarakat/ penduduk tersebut merupakan warga yang
kurang mampu Misrawati & Rahmi Hayati (2022).

Efektivitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari hasil akhir berupa
dokumen yang diterbitkan, tetapi juga dari prosesnya apakah layanan berjalan
dengan cepat, tanpa diskriminasi, dan memberikan kepastian hukum bagi
masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu perlu
dievaluasi dari berbagai aspek, seperti kecepatan pelayanan, keterbukaan
informasi, kenyamanan fasilitas, dan kemampuan adaptasi dinas dalam
menghadapi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Instansi pemerintah yang memiliki peran untuk memberikan surat
keterangan tidak mampu adalah dinas sosial, termasuk dinas sosial kota medan,

dalam segi pelayanan sering terjadi ketidaktepatan jam kerja dan waktu dalam



melakukan pelayanan seperti masih adanya pegawai yang tidak disiplin dalam
melayani masyarakat dan pada saat jam pelayanan berlangsung masih ada pegawai
yang tidak ada ditempat, selain itu masih ada juga pegawai yang mendahulukan
urusan pribadinya daripada kepentingan masyarakat, seperti yang terjadi pada
waktu jam istirahat makan siang, setelah jam istirahat masih ada pegawai yang
melaksanakan pelayanan jam kerja lewat dari pukul 14:00 WIB, sedangkan di
dalam prosedur waktu jam kerja pelyanan setelah jam istirahat yaitu pukul 13:00
WIB Linda (2022).

Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa dinas sosial dikota medan
dalam sehari paling sedikit ada 10 masyarakat yang mengurus surat keterangan
tidak mampu. Dalam mengurus surat keterangan tidak mampu, untuk waktu
pembuatan surat keterangan tidak mampu jika terdaftar dalam data terpadu
kesejahteraan sosial (DKTS) bisa hanya 1 hari saja, namun jika belum terdaftar di
DKTS memakan waktu 3 hari karena harus melakukan survey ke lapangan terlebih
dahulu. Dan selama atasan ataupun kepala dinas ada di tempat, proses pembuatan
surat keterangan tidak mampu bisa dilakukan dengan cepat dan sesuai prosedur.
Namun, tidak bisa pungkiri bahwa masih ada masalah dalam keterlambatan
penyelesaian berkas yang tidak sesuai dengan waktu yang di tetapkan. Hal ini
terjadi karena ketidak hadiran kepala dinas ditempat, dan didalam pengurusan surat
tersebut harus ada tercantum tanda tangan kepala dinas Linda (2022).

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP//25/M.PAN/2/2004 tanggal
24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Indeks kepuasan masyarakat



adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh
dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam
memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan
membandingkan antara harapan dan kebutuhannya Yanti & Suryani (2024).
Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, dapat dikatakan bahwa
kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai di Dinas Sosial Kota Medan belum
berjalan dengan baik dalam proses pelayanan. Maka penulis ingin lebih jauh lagi
meneliti tentang efektivitas pelayanan prima dalam program pembuatan surat
keterangan tidak mampu di Dinas Sosial Kota Medan.
A. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas
maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “bagaimana efektivitas
pelayanan prima dalam program pembuatan surat keterangan tidak mampu
di dinas sosial kota medan?”
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan
utama peneliti ini adalah untuk mengetahui efektifitas pelayanan prima yang
ada di dinas sosial kota medan dalam program pembuatan surat keterangan

tidak mampu. Serta Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi
dalam perkembangan ilmu pengetahuan sosial pada masa yang akan

dating, terutama dalam ilmu administrasi publik dan sebagai



informasi bagi akademis lainnya yang ingin meneliti untuk
permasalahan yang sama.

Bagi instansi, sebagai bahan masukkan dan koreksi bagi pihak yang
berwenang. Baik itu dalam pelayanan prima pada dinas sosial kota
medan dalam program pembuatan surat keterangan tidak mampu.
Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan serta meningkatkan
kemampuan dalam berpikir serta melatih penulis dalam menerapkan

teori- teori yang di peroleh selama masa perkuli
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URAIAN TEORITIS

2.1 Efektivitas

Efektivitas dalam konteks pelayanan publik dapat diartikan sebagai sejauh
mana pelayanan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah di tetapkan secara
efisien, tepat sasaran, dan memuaskan masyarakat. Efektivitas merupakan ukuran
sejauh mana suatu proses atau kegiatan mencapai hasil yang diharapkan. Dalam
konteks pelayanan publik, efektivitas dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan

layanan dengan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas berhubungan dengan tercapainya
tujuan yang telah ditetapkan. Semakin mendekati hasil yang diharapkan, maka

semakin tinggi tingkat efektivitas suatu pelayanan.

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tiga arti efektivitas yaitu yang pertama adalah adanya suatu efe, akibat,
pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga
dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektiv diambil dari kata efek yang
artinya akibat atau pengaruh dan kata efektiv yang berarti adanya pengaruh atau
akibat dari suatu unsur, jadi efektivitas adalah keberpengaruhan atau keberhasilan
setelah melakukan sesuatu. Menurut john M. Echolas dan Hasan Shadily dalam
kamus Bahasa Inggris-Indonesia secara etimologi efektivitas dari kata efek yang
artinya berhasil Gumilar (2023).

Menurut Sondang dalam (Onthenk, 2008) Efektivitas adalah pemanfaatan

sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar.



ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan
yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai
tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati
sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurahmat dalam Othenk (2008).
Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah
tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah
pekerjaan tepat pada waktunya.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua
tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari
anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan
menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang diwujudkan dengan hasil yang
dicapai.

Menurut Andi Aditya Putra ,( 2022) Pengertian efektivitas adalah penilaian
yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi.
Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka
makin lebih efektif dalam menilai mereka. Dari pengertian tersebut di atas dari
sudut pandang bidang perilaku keorganisasian maka dapat diidentifikasikan tiga
tingkatan analisis yaitu : individu, kelompok, dan organisasi. Ketiga tingkatan
analisis tersebut sejalan dengan ketiga tingkatan tanggung jawab manajerial yaitu
bahwa para manajer bertanggung jawab atas efektivitas individu, kelompok dan
organisasi”’. Menurut Saragih et al.,(2015) Efektivitas adalah kemampuan

melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu



organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara
pelaksanaanya.
2.1.1 Efektivitas sebagai Nilai Utama dalam Administrasi Publik
Efektivitas merupakan suatu nilai utama dalam administrasi publik sejak era
klasik sampai sekarang. Nilai artinya sesat yang dijunjung tinggi oleh berbagai
kalangan berdasarkan pertimbangan pribadi yang kompleks baik menurut
pengetahuan maupun reaksi emosional Bozeman, (2007) dalam (Kasmin et al.,
2022).

Efektivitas saat ini menjadi salah satu dari empat pilar governance. Definisi
governance merupakan tatanan pengambilan keputusan kolektif dalam situasi
dimana terdapat beragam aktor atau organisasi dan tidak ada system control formal
yang dapat mendiktekan mengenai ketentuan hubungan antar aktor-aktor dan

organisasi-organisasi tersebut Bozmen,( 2007 )dalam kutipan (Kasmin et al., 2022)

2.2 Pelayanan Prima

Pelayanan secara etimologis berasal dari kata layanan yang berarti membantu
menyiapkan apa saja yang di butuhkan oleh seseorang. Pelayanan juga berarti
memberikan jasa atau menyerahkan diri dengan maksud membantu orang lain.
Menurut Sinambela dalam kutipan Juhananda (2021) pelayanan merupakan suatu
kegitan atau interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain secara fisik,
yang menyediakan suatu jasa untuk kepuasan pelanggan. Maksud dari pelayanan
secara mesin bisa berupa pelayanan secara digital atau daring.

Menurut Subadri, (2018) dalam (Lubis & Mahardika, 2024) Pelayanan prima
berarti pelayanan yang terbaik artinya setiap organisasi atau program yang

ditawarkan oleh instansi terkait harus memelihara hubungan yang baik dengan
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konsumen atau pelanggan, demikian pula dalam pemberian layanan harus
maksimal dan yang terbaik. Jika pelayanan yang diberikan oleh organisasi atau
instansi terkait memberikan perasaan puas terhadap pelanggannya, maka hal itu
dapat mempertahankan loyalitas pelanggan terhadap organisasi atau program
tersebut dan hal itu dapat dibilang sebagai faktor keberhasilan suatu organisasi.

Pelayanan prima berarti pelayanan yang terbaik artinya setiap organisasi atau
program yang ditawarkan oleh instansi terkait harus memelihara hubungan yang
baik dengan konsumen atau pelanggan, demikian pula dalam pemberian layanan
harus maksimal dan yang terbaik. Jika pelayanan yang di berikan oleh organisasi
atau instansi terkait memberikan perasaan puas terhadap pelanggannya, maka hal
itu dapat mempertahankan loyalitas pelanggan terhadap organisasi atau program
tersebut dan hal itu dapat dibilang sebagai faktor keberhasilan suatu organisasi
Subadri & Prasetyo (2018).

Pelayanan prima adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh Perusahaan
untuk melayani pembeli (pelanggan) dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat
memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta
keinginan pelanggan, baik yang berupa produk barang atau jasa. Pelayanan prima
adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan Perusahaan untuk memenubhi
harapan dan kebutuhan pelanggan Wardhanysyah & Sulistiyani (2018).

Wardhanysyah & Sulistiyani  (2018) Pelayanan prima (excellent
service/customer care) berarti pelayanan yang sangat baik, atau pelayanan yang
terbaik. Pelayanan prima (customer care) adalah factor kunci dalam keberhasilan
Perusahaan. Jika bisnis tumbuh dan berkembang dan tetap bisa bertahan dalam

persaingan maka keuntungan dan pendapatan juga harus meningkat. Pelayaanan



11

prima (customer care) bukan hanya sekedar memberikan suatu layanan, hal ini
memerlukan sedikit palayanan ekstra dan sesuai dengan harapan pelanggan yang
mengharapkan pelayanan yang terbaik. Secara sederhana, pelayanan prima dapat
diartikan sebagai suatu pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan dan harapan
pelanggan atau dengan kata lain, pelayanan prima merupakan pelayanan yang
memenuhi standar kualitas. Sedangkan standar kualitas adalah suatu pelayanan
prima yang terdapat dua elemen yang saling terkait satu sama lain yaitu pelayanan
dan kualitas ini keduanya adalah yang harus dilaksanakan bersama-sama. Dari
pengertian pelayanan prima terdapat beberapa kesamaan yaitu:

a. Kualitas merupakan kondisi mutu yang setia saat mengalami
perubahan.

b. Kualitas merupakan usaha untuk memenuhi harapan pelanggan.

c. Kualitas ini mencakup proses, produk, barang jasa, manusia, dan
lingkungan.

d. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan
dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang
memenuhi atau melebihi harapan.

Pelayanan dapat diartikan Sebagai aktivitas yang dilakukan satu pihak
kepada pihak lain, baik dengan menggunakan alat maupun tidak dan pelayanan
dapat berlangsung biasanya karena ada suatu keinginan yang akan dicapai. bahwa
pelayanan adalah kegiatan yang dapat diidentifikasi dan bersifat media
penghubung antara pihak satu dengan pihak yang lain dengan maksud dan tujuan
tertentu. Defenisi diatas mengandung makna, bahwa pelayanan adalah sebuah
aktivitas yang sifatnya sebagai penghubung yang diberikan layanan (menerima

layanan) dengan tujuan yang hendak dicapai.
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Dengan demikian, maka pelayanan harus dipandang sebagai suatu manfaat
bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan tersebut, yaitu pihak yang
melaksanakan pelayanan, Dimana akan memperoleh imbalan jasa, seperti uang
atau kepercayaan dari pihak yang terlayani dan pihak dan dari pihak yang
melayani, Dimana akan diperoleh hasil yang diinginkan, baik hasil dalam bentuk
materi maupun moril Wardhanysyah & Sulistiyani (2018).

2.1 Tujuan Pelayanan Prima

Tujuan pelayanan prima adalah memuaskan atau sesuai dengan keinginan
pelanggan. Untuk mencapai hal itu, diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai
dengan kebutuhan/ keinginan pelanggan Irawati (2021).

2.2 Prinsip-Prinsip Pelayanan

Menurut Helminasari (2020) Adapun prinsip — prinsip pelayanan sebagai
berikut:

a. Kebijakan pemerintah
Berdasarkan Kep. Menpan nomor 81 tahun 1993 sendi-sendi

pelayanan adalah sebagai berikut

(a) Kesederhanaan, mudah, lancar, cepat tidak berbelit-belit.

(b) Kejelasan dan kepatian dalam hal prosedur/tata cara pelayanan
umum, persyaratan-persyaratan umum baik teknis maupun
administrasi, unit kerja/pejabat bertanggung jawab, ada rincian
biaya yang jelas dan cara pembayarannya, ada kepastian waktu

penyelesaian, ada bukti penerimaan maupun pemberi layanan.
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(c) Komitmen pelayanan
Prinsip-prinsip pelayanan akan bisa dirasakan oleh pihak
pelanggan manakala para pelayan mempunyai komitmen
pelayanan antara lain; kejelasan pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat diperlukan kejelasan terhadap semua hal yang
berkaitan dengan system dan prosedur pelayanan menurut
ketentuan yang berlaku.
2.3 Standar dan mutu Pelayanan
Wardhanysyah & Sulistiyani (2018) Perubahan paradigma pelayanan.

a. Paradigma merupakan sekumpulan asumsi atau anggapan yang
memungkinkan seseorang menciptakan realitasnya sendiri (Tjiptono
1997)

b. Pelayanan kepada masyarakat dimasa datang harus semakin baik

(better), semakin cepat (faster), semakin sederhana (more simple)

c. Total Quality Management, adalah suatu istilah yang mempunyai
asumsi bahwa memaksimalkan daya saing organisasi melalui
perbaikan yang berkesinambungan atas mutu barang, jasa, manusia
dan lingkungannya

2.4 Konsep Pelayanan Prima

Wardhanysyah & Sulistiyani (2018) Mempelajari pelayanan prima kita harus
selalu berpikir positif, dan memberikan pelayanan yang maksimal. Ada tiga
konsep dasar pelayanan prima yang harus diperhatikan dalam mewujudkan

pelayanan prima yaitu:
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a. Konsep sikap (attitude)
b. Konsep perhatian (attention)
c. Konsep Tindakan (action)
2.5 Jenis-Jenis Pelayanan Prima
Rukmaya et al. (2023) Pelayanan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
a. Core service
Pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan yang merupakan
produk utamanya.
b. Facilitating service
Fasilitas pelayanan plus kepada pelanggan.
c. Supporting service
Pelayanan tambahan atau pendukung untuk meningkatkan nilai
pelayanan atau untuk membedakan dengan pelayanan-pelayanan dari pihak
pesaingnya.
2.6 Unsur-Unsur Pelayanan Prima
Azhar et al. (2021) Adapun pelayanan kepada masyarakat tentunya telah ada
suatu ketetapan tata laksananya. Prosedur dan kewenangan sehingga penerima
pelayanan puas apa yang telah diterimanya. Sehubungan dengan pelayanan kepada
masyarakat harus mempunyai makna pelayanan yang
a. Memenuhi standar waktu, tempat, biaya, kualitas dan prosedur
yang ditetapkan untuk penyelesaian setiap tugas dalam

pemberian pelayanan.
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b. Memuaskan pelanggan artinya bahwa setiap keinginan orang
yang menerima pelayanan merasa puas, berkualitas dan tepat

waktu dan biaya terjangkau.

2.3 Efektivitas Pelayanan Prima

Efektivitas adalah kondisi basis bagi efisiensi. Artinya efektivitas adalah
kondisi yang diperlukan terlebih dahulu untuk mencapai efisiensi. Efektivitas
adalah tingkat dan sejauhmana tugas utama organisasi diselesaikan (Kasmin et al.,
2022) Jadi dapat disimpulkan bahwa Efektivitas pelayanan prima , bahwa secara
umum efektivitas dapat diartikan sebagai adanya suatu pengaruh, akibat, kesan.
Efektivitas pelayanan prima tidak hanya sekedar memberi pengaruh tetapi
berkaitan juga dengan keberhasilan tujuan, penetapan standar, profesionalitas,
penetapan sasaran, keberadaan program, materi, berkaitan dengan metode atau

Cara.

2.4 Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Surat keterangan tidak mampu adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah,
jaminan Kesehatan nasional merupakan jaminan sosial nasional yang
diselenggarakan dengan menggunakan asuransi Kesehatan sosial yang bersifat
wajib berdasarkan undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan
sosial nasional. Dalam hal ini melalui kelurahan atau desa bagi keluarga miskin,
SKTM ini berguna bagi keluarga miskin untuk mendapatkan perawatan dan
pengobatan secara gratis di puskemas atau rumah sakit yang terdapat lingkungan
tempat mereka tinggal, khususnya bagi mereka yang belum memiliki jaminan

Kesehatan dalam bentuk apapun. Surat keterangan tidak mampu ini juga berfungsi
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untuk membantu keluarga miskin dalam mendapatkan keringanan biaya
Pendidikan atau sekolah baik membayar iuran atau iurannya dibayar oleh
pemerintah, juga dapat untuk keperluan lain yang memang membutuhkan surat
keterangan ini Linda (2022).

Pada program pemberdayaan sosial bagi masyarakat, surat keterangan tidak
mampu di Dinas Sosial Kota Medan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat medan. Program ini dirancang untuk memberikan pendampingan dan
fasilitas guna membantu masyarakat medan yang membutuhkan agar dapat
memperoleh keterampilan, akses terhadap layanan sosial, serta untuk
meningkatkan taraf hidup mereka.

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak boleh diberikan kepada orang
yang kondisi sosial ekonominya dianggap mampu, karena keluarga dianggap
mampu dan tidak sedang dalam ekonomi yang tidak mampu. Surat Keterangan
Tidak Mampu diberikan kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu, baik
secara sosial maupun ekonomi, hal ini dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat
sehari-hari, SKTM ini dikeluarkan oleh pemerintah setempat untuk keluarga
miskin, surat ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang dikategorikan
sebagai golongan tidak mampu atau fakir miskin untuk mendapatkan bantuan dan
keringanan yang terdapat pada Keputusan Menteri sosial republik Indonesia nomor
146/HUK/2013 tentang kriteria masyarakat tidak mampu atau fakir miskin antara
lain sebagai berikut:

a. Masyarakat miskin tidak mempunyai sumber mata pencaharian,
walaupun mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak

mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
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b. Masyarakat yang tergolong fakir miskin adalah mereka yang
mempunyai pengeluarannya Sebagian besar digunakan untuk
memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.

c. Dibidang Kesehatan, mereka yang tergolonf fakir miskin adalah
masyarakat yang tidak mampu atau mengalami kesulitan berobat ke
tenaga medis, kecuali puskemas atau subsidi pemerintah.

d. Dibidang Pendidikan, masyarakat yang tergolong miskin memiliki
kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang Pendidikan
sekolah menengah pertama (SMP).

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tujuan pembuatan surat
keterangan tidak mampu adalah untuk meringankan beban ekonomi keluarga
miskin. Dengan memiliki surat keterangan tidak mampu, masyarakat golongan
ekonomi bahwa yang masuk kategori fakir miskin berhak mendapatkan berbagai
manfaat dan keringanan sebagai berikut Libra & Arifalina (2017) :

a. Keringanan biaya perawatan medis

Dengan memiliki surat keterangan tidak mampu, masyarakat tersebut
bisa memperoleh biaya perawatan rumah sakit, rawat jalan, rawat inap
dan obat- obatan dengan lebih ringan. Dengan demikian, masyarakat
tidak mampu bisa terbantu dalam mengatasi masalah Kesehatan.
Keringanan biaya Pendidikan Untuk masyarakat tidak mampu yang
hanya bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga jenjang sekolag
menengah pertama, mendapatkan kesempatan untuk memperoleh
bantuan biaya Pendidikan maupun beasiswa untuk jenjang Pendidikan

selanjutkan hingga perguruan tinggi.
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b. Hak mendapatkan bantuan sembako
Salah satu program pemerintah adalah membagikan sembako bagi
masyarakat yang membutuhkan, pemerintah setempat akan mendata
masyarakat yang memiliki surat keterangan tidak mampu untuk
mendapatkan prioritas bantuan sembako.
c. Berkesempatan untuk menerima zakat, infaq, dan sedekah
Demikian pula halnya dengan zakat, infaq, sedekah. Masyarakat yang
telah terdaftar sebagai masyarakat tidak mampu dan memiliki SKTM
ini berhak menjadi penerima zakat, infaq, dan sedekah.
Adapun persyaratan dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu (SKTM),
yaitu;
a. Membawa fotocopy kartu keluarga(KK)
b. Membawa fotocopy kartu tanda penduduk (KTP)
c. Membawa surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah yang
diketahui oleh camat
d. Harus masuk didalam basis data terpadu (BDT)
e. Apabila syarat nomor 4 tidak termasuk dalam basis data terpatu
(BDT) harus membawa surat keterangan diagnose dari dokter.
f. Harus masuk di dalam data terpadu (BDT)
g. Apabila syarat nomor 4 tidak termasuk dalam basis data terpadu
(BDT) harus membawa surat keterangan diagnose dari dokter.
2.5 Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
Menurut (Ratnasari, 2020) Adapun kegiatan yang dilakukan saat menerbitkan

surat keterangan tidak mampu (SKTM) yaitu; Menerima surat dari bagian umum
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untuk dicatat pada surat masuk bidang untuk kemudian disposisi oleh Kabid.

Mendisposisi surat kepada kasir.

Mendisposisi surat kepada staf/pelaksana.

Menerima disposisi dari kasir, memeriksa berkas persyaratan jika syarat
PIP (Program Indonesia Pintar) sesuai peraturan sudah terpenuhi dapat
langsung menginput data pemohon kedalam format surat keterangan tidak
mampu. Jika belum terpenuhi bisa syarat PIP-nya dicek datanya ke tim
data fakir miskin dinas sosial.

Memverifikasi data berdasarkan data yang tercantum pada data fakir
miskin, jika data pemohon tertera dalam daftar data fakir miskin bisa
diparaf dan diserahkan ke bidang limjasos, jika data tidak terdaftar dalam
data fakir miskin, tim akan turun kelapangan untuk mengkroscek ulang.
Menerima data yang sudah diparaf tim verifikasi data fakir miskin dinas
sosial untuk dibuatkan kedalam format surat keterangan tidak mampu.
Memeriksa hasil pengetikan, memeriksa bahan atau berkas pemohon jika
berkas lengkap dan memenuhi syarat bisa diparaf, jika tidak dikembalikan
kepada staf.

Memeriksa ulang kembali berkas, jika berkas lengkap dan memenubhi
syarat bisa diparaf, jika tidak dikembalikan kepada staf.

Memeriksa ulang Kembali berkas, jika berkas lengkap dan memenuhi
syarat bisa diparaf, jika tidak dikembalikan kepada staf.

Menandatangi surat keterangan tidak mampu.

Memberikan nomor surat, stempel dinas, dan mengarsipkan surat pada

bagian umum.
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k. Mencatatkan pada agenda surat keterangan tidak mampu dibidang

limjansos dan menyerahkan surat tersebut kepada pemohon.

2.6 Tantangan Pelayanan Surat Keterangan di Instansi Pemerintah

Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu sering kali dihadapkan pada berbagai

tantangan seperti:

a. Birokrasi yang berbelit-belit, yang menyebabkan masyarakat kesulitan
dalam memahami alur dan syarat pelayanan.

b. Ketergantungan pada pejabat tertentu, terutama dalam hal tanda tangan
dan pengesahan, sehingga menghambat percepatan layanan.

C. Kurangnya keterbukaan informasi, baik secara offline maupun online,
membuat masyarakat harus datang langsung untuk bertanya.

d. Minimnya pelatihan petugas pelayanan, yang berdampak pada kurangnya
sikap ramah dan profesional.

Tantangan-tantangan ini menyebabkan pelayanan SKTM sering kali dianggap

lambat, tidak efisien, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.7 Penelitian Terdahulu
Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu
yang pernah dilakukan sebagai bahan pertimbangkan dan kajian. Penelitian terkait
telah banyak dilakukan untuk memahami aspek-aspek penting dari topik.
a. penelitian yang dilakukan oleh Ayu Ratnasari pada tahun 2020
mengkaji bahwa surat keterangan tidak mampu telah dilakukan
dalam berbagai konteks, terutama terkait dengan kebijakan sosial,

akses layanan publik dan perlindungan masyarakat miskin. Studi ini
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mengungkapkan bahwa surat keterangan tidak mampu menjadi alat
penting dalam meminimalkan hambatan biaya bagi kelompok
rentan, meskipun terdapat beberapa kendala dalam proses verifikasi
data dan validitas penerima manfaat.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Putrisiar pada tahun 2021
meneliti implementasi kebijakan penggunaan surat keterangan tidak
mampu disektor pendidikan. Penilitian ini menunjukkan bahwa surat
keterangan tidak mampu membantu siswa dan keluarga kurang
mampu untuk mendapatkan pembebasan biaya pendidikan. Namun,
penelitian ini juga mengidentifikasi

masalah seperti ke tidak sesuaian data penerima dan kurangnya

transparansi dalam pengelolaan dokumen.
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BAB 111
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian
adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiono (2017) dalam
kutipan Ilmu et al., (2023)penelitian yang menghasilkan data yang mengenai data
deksriptif mengenai kata lisan maupun tertulis. Dan tingkahlaku yang dapat diamati
dari orang-orang yang telah diteliti dengan penjelasan secara terperinci tentang
permasalahan yang berhubungan dengan teori dan data yang ada sehingga
mendapat suatu kesimpulan.

Arikunto (2010) Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar
ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah
sebagai insturment kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara
purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan),
analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih
menekankan makna dari pada generalisasi.

Arikunto (2010) Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian
ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsi suatu objek,
fenomena, setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif.
Serta didasarkan atas hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan serta
memberikan argumentasi/pendapat terhadap apa yang ditemukan dilapangan.
Metode ini diharapkan dapat menggambarkan secara mendetail tentang bagaimana
penerlitian yang diteliti dengan bertujuan untuk memberikan gambaran kualitas

pelayanan publik dalam program pembuatan surat keterangan tidak mampu di dinas
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sosial kota medan. Untuk memecahkan masalah yang ada maka perlu

mempelajari, menyelidiki secara cermat, teratur dan berkesinambungan, serta

memahami langkah-langkah penelitian dengan metode penelitian. Metode

merupakan aspek yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap berhasil

tidaknya suatu penelitian, terutama yang berkaitan dengan pengumpulan data,

karena data yang diperoleh dalam suatu penelitian bersifat deskriptif terhadap

subjek penelitian Arikunto (2010).

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep dibuat untuk meningkatkan arah penelitian dan

mempermudah penyusunan skripsi dan penelitian. Berdasarkan judul penelitian,

maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini digambarkan

sebagai berikut.

Efektivitas Pelayanan Prima Dalam Program
Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di

Dinas Sosial Kota Medan

Permasalahan yang terjadi
1. Ketidak jelasan/
-. disiplinan pegawai

2.Respon Pegawai
Masyarakat

ketidak

Kepada

|

l

Tujuan
1. Meningkatkan Kenyamanan Tempat

2. Meningkatkan Kualitas Kinerja Pegawai

Teori Servqual

- 1.Tangibles (Bukti Fisik)

2.Assurance (Jaminan)

Teori Richrad M Steers

1.Integrasi dan Adaptasi

Gambar 3.1 Kerangka Konsep
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3.3 Defenisi Konsep

Secara etimologis, istilah konsep berasal dari kata conceptum yang berarti
sesuatu yang dipahami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia konsep adalah ide
atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. la juga berarti sebuah
gambaran mental dari objek, proses, pendapat, atau apapun yang digunakan oleh
akal budi untuk memahami hal-hal lain Sari (2023).

Menurut Singarimbun & Effendi (1995) dalam kutipan (J. Habu & Simon,
2021) konsep adalah sebuah istilah atau defenisi yang digunakan untuk
menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu
yang menjadi objek. Dengan adanya konsep seorang peneliti diharapkan dapat
menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian yang saling berkaitan, karena
konsep juga berfungsi untuk mewakili realitas yang kompleks.

Singarimbun & Effendi (1995) dalam kutipan ((J. Habu & Simon, 2021))
Keberadaan konsep sangat penting dalam suatu penelitian, selain karena dapat
mempermudah dalam aktivitas generalisasi berbagai realitas konkrit ataupun
abstrak, juga karena ia menghubungkan antara dunia abstraksi dengan realitas, dan
antara teori dan observasi. Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti
dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti yaitu:

a. Program pembuatan surat keterangan tidak mampu adalah
inisiatif dari pemerintah untuk membantu masyarakat yang
kurang mampu dan mengalami kesulitan mengakses layanan
Pendidikan, Kesehatan, atau bantuan sosial karena tidak

memiliki dokumen resmi.
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b. Program pembuatan surat keterangan tidak mampu dibuat oleh
pemerintah untuk mengatur kepentingan masyarakat yang
kurang mampu di setiap wilayahnya.

c. Efektivitas pelayanan prima dapat diukur dengan beberapa
indikator yaitu tangibles,assuarance, integrasi dan adaptasi serta
kepuasan masyarakat.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Pelayanan prima (teori servqual) (Parasuraman, zeithmal, dan berry) dalam
kutipan (Sinollah & Masruro, 2019) salah satu teori yang banyak digunakan untuk
mengevaluasi kualitas pelayanan yang dikembangkan oleh Parasuraman,
zeithmal, dan berry pada tahun 1998, Menurut Berry et al. (1985) dalam kutipan
Irawati, (2022) teori ini bertujuan mengukur dan memahami kualitas layanan yang
dirasakan oleh teori ini menekankan pada kesenjangan antara harapan dan persepsi
pelanggan terhadap layanan yang diterima. Berikut adalah indikator mengenai
pelayanan prima:

a. Tangibles (bukti fisik)
Bukti fisik merupakan penampilan secara fisik dari Perusahaan
penyedia layanan dalam mengekspos eksitensinya kepada pihak
eksternal. Bukti fisik ini dapat ditunjukkan dengan penampilan
dan kemampuan sarana dan prasarana serta keadaan lingkungan,
yaitu fasilitas fisik; perlengkapan yang digunakan dan

penampilan pegawai.
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b. Assurance (jaminan)

Jaminan adalah kemampuan Perusahaan penyedia layanan

untuk menciptakan rasa kepercayaan para pengguna terkait jaminan,

yaitu kredibilitas, keamanan, kompetensi, komunikasi, serta sopan

santun.
Menurut Stress (1985) dalam kutipan Rachmayani, (2015)bahwa kepuasan
masyarakat dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap kualitas pelayanan, secara
umum Steers menggaris bawahi bahwa untuk mencapai kepuasan masyarakat,
organisasi harus memahami dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan serta
harapan masyarakat, mejaga komunikasi yang baik, dan memberi pelayanan yang
baik.

a. Integrasi dan adaptasi

Adaptasi merujuk pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan

diri dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal agar tetap

relavan dan efektif.
3.5 Informan atau Narasumber

Arikunto (2010) Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang

memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan merupakan
orang yang dimanfaatkan untuk memberikan infomasi tentang situasi dan
kondisi latar penelitian. Informan dengan kesukarelaannya dapat memberikan
pandangan dari segi orang dalam nilai, sikap, dan suatu proses yang menjadi lata
penelitian tersebut. Menurut Arikunto (2010) Pada penelitian kualitatif tidak
adanya populasi dan sampel, karena penelitian kualitatif tidak dimaksud untuk

membuat generalisasi dari penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informasi
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yang akan memberikan berbagai informasi selama proses penelitian. Informan
penelitian meliputi :
a. Informan utama, yang terlibat langsung dalam melayani warga/masyarakat
dalam penelitian ini adalah Bapak Fahrul Rozi Pane. S.Sos.M.H pegawai
Dinas Sosial Kota Medan.
b. Informan tambahan, dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Jaminan

Sosial Keluarga yaitu Ibu Fani Marlen P.,MPA.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2018) Dalam penelitian kualitatif ada teknik yang dapat menunjang
data atau informasi yang dibutuhkan seorang peneliti yaitu teknik pengumpulan
data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis, karena tujuan
utamanya adalah mendapatkan data. Untuk memperoleh data atau informasi yang
mendukung tujuan penelitian, penulis menggunakan pengumpulan data sebagai
berikut:

a. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara
langsung objek penelitian kemudian mencatat yang di temukan di lapangan
untuk melengkapi data-data yang diperlukan untuk berkaitan dengan
permasalahan penelitian.

b. Wawancara Wawancara atau dikenal dengan istilah interview adalah
percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber
dan pewawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data atau
informasi dengan cara bertatap muka langsung dan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan.
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C. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa (file note) yang sudah berlalu dan
teknik pengambilan data ini menggunakan beberapa perangkat seperti
kamera, dan perekam video. Dokumen dapat berupa gambar, tulisan, atau
karya-karya yang monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan
pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam
penelitian kualitatif.

3.7 Teknik Analisis Data
Sugiyono (2018) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara

sistematis yang di peroleh dari proses wawancara dengan memilih mana yang
menjadi hal penting yang nantinya di butuhkan untuk dipelajari dan membuat
Kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis
data dalam penilitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data
berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

a. Reduksi Data Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan data
pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data dan
transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
Data yang di reduksi akan memberikan Gambaran yang lebih spesifik dan
mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari
data tambahan jika diperlukan. Dilakukan bertujuan untuk lebih mempermudah
penarikan kesimpulan.

b. Penyajian Data
Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya dalam analisis data lain adalah

display data atau penyajian data. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan



29

untuk memahami apa yang terjadi, merencakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan
apa yang telah di pahami.
c. Penarikan Kesimpulan

Dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Apabila kesimpulan

yang di kemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang ada dan

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, data

kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang dapat di percaya.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Menentukan
tempat penelitian merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian
kualitatif, karena menentukan tempat penelitian berarti bahwa objek dan tujuan
telah di identifikasi sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.
Dalam penelitian ini, Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kota
Medan, yang berlokasi di Jalan Pinang Baris/Jalan T.B Simatupang (belakang
Terminal Pinang Baris No.114 B, Medan). Lokasi ini dipilih karena merupakan
instansi resmi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Surat
Keterangan Tidak Mampu.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan Februari hingga
Maret 2025, di mana peneliti melakukan observasi langsung, wawancara dengan
narasumber, serta pengumpulan dokumentasi terkait pelayanan Surat Keterangan

Tidak Mampu.
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3.9 Deskripsi Lokasi Penelitiana

3.9.1 Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Medan

Dinas Sosial Kota Medan Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah
dan bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota Medan melalui Sekretaris
Daerah Kota Medan dengan tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah di
Bidang Sosial. Kantor Dinas Sosial Kota Medan beralamat di Jalan Pinang
Baris/Jalan T.B Simatupang (belakang Terminal Pinang Baris No.114 B Medan.
3.9.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Medan

Visi “KOTA MEDAN MENUJU KOTA SEJAHTERA YANG

BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH MASYARAKAT”

Misi:

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan perlindungan dan
jaminan social

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pekerja social

C. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat untuk
pengentasan kemiskinan

d. Mengembangkan system informasi penanganan Penyandang Masalah

Ksejahteraan Sosial berbasi IT Pembangunan kompetensi SDM bagi

potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS)
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3.9.3 Logo dan Makna Dinas Sosial Kota Medan

Gambar 3.2 Logo Dinas Sosial Kota Medan

Dinas Sosial Kota Medan dalam meningkatkan mutu dan profesionalisme
pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi dibidang
kesejahteraan sosial, mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggungjawab,
dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungan
serta memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial dalam rangka meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial
bagi masyarakat Kota Medan, Dinas Sosial sebagai Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kota Medan terus menerus berupaya untuk melakukan perubahan kearah
yang lebih baik dalam pelayanaan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial.

Oleh karena itu untuk mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada
masyarakat perlu disusun suatu tahapan perencanaan program dan kegiatan secara
konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang

berorientasi kepada pencapaian hasil.
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3.9.4 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan
Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan
pemerintahan bidang sosial.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
Dinas menyelenggarakan fungsi:
(@) perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial
(b) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial
(c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang
sosial
(d) pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
(e) pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan
(f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan

Strukdur Organisasi Dinas Sosial Kota Med

KEPALA DINAS SOSIAL

NIP. 19540629 198503 1005

KELOMPOK JAB. FUNGSIONAL

SEKRETARIS DINAS SOSIAL
Fakhruddin, SH
NIP.19650104 198503 1 011

Rosdiana Florence, SE
NIP.19621027 199203 2 001

SEKSI
PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN
. BENCANA ALAM

Iboy Rayan, SH
NIP. 19860628 200604 1 001

SEKSI
JAMINAN SOSIAL KELUARGA
Ardianto, S.So0s, MM
— NIP, 196560717 198602 1 001

PANTI DANATAU LEMBAGA
Dell SH
NIP. 19660517 188903 2 006

SEKSI
REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DI
LUAR PANTI DANATAU LEMBAGA
Tuti
NIP. 18710204 199003 2001

SEKSI
REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN
PERDAGANGAN ORANG
Pheby Afrah, SE
NIP. 19840919 201001 2014

SUBBAGIAN SUBBAGIAN
Keuangan & Penyusunan Program Umum
' Prativ, SE Rudi Ripianto Parinduri, SH
mp.mLmﬂmﬁhm NIP. 13830524 201101 100
BIDANG BIDANG BIDANG
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL REHABILITAS! SOSIAL PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN
Hidayat, AP, S.Sos, M.SP Fahryl Rozi Pane, S.Sos.MH FAKIR MISKIN
NIP. 19760930 199503 1 001 NIP. 15730612 200801 1 004 Ridha Valenta Yetta, SE
——— l NIP. 19640421 195203 2 004
!
o S e SEKSI SEKSl
] P s o REHABILTASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA DI LUAR IDENTIFIKAS! DAN PENGUATAN KAPASITAS

Emma Komalasari, S.51, M.SI
NIP. 13790626 200604 2 006

SEKSI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENYALURAN
BANTUAN STIMULAN, DAN PENATAAN
LINGKUNGAN
Bungamin Br. Surbakti, SH, MH
NIP. 18710101 193303 2,007

SEKSI
KELEMBAGAAN, KEPAHLAWANAN, DAN

s— RESTORASI SOSIAL

Redy Saputra
NIP. 19780725 200802 1 003

Sumber :Rencana Strategi Dinas Sosial Kota Medan

TA 2021-2026

Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Medan terdiri dari beberapa bagian

yang memiliki tugas masing-masing. Di puncak kepemimpinan ada Kepala Dinas

Sosial, yang bertanggung jawab atas seluruh kebijakan dan program dinas. Untuk

membantu tugasnya, ada Sekretaris Dinas yang mengurus administrasi,

koordinasi, keuangan, serta kepegawaian.

Di bawahnya, ada beberapa bidang yang mengurus aspek sosial berbeda.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menangani bantuan bagi masyarakat
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yang terdampak bencana dan membutuhkan jaminan sosial. Sementara itu, Bidang
Pemberdayaan Sosial fokus pada peningkatan kesejahteraan bagi kelompok rentan
seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.

Selain itu, ada Bidang Rehabilitasi Sosial yang menangani pemulihan sosial
bagi anak terlantar, korban kekerasan, dan kelompok rentan lainnya. Sedangkan
Bidang Penanganan Fakir Miskin bertugas menjalankan program bantuan agar
keluarga miskin bisa lebih mandiri. Untuk pelaksanaan program di lapangan,
Dinas Sosial juga memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mengelola panti
sosial dan layanan rehabilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan
langsung. setiap bagian dalam struktur organisasi ini punya peran penting dalam

memastikan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Medan tetap terjaga

Gambar 3.4 Jumlah pegawai Dinas Sosial Kota Medan

JUMLAH PHL BERDASARKAN

PENDIDIKAN TAHUN 2023
NO PENDIDIKAN L P JUMLAH ORANG
1 DOKTOR (S3) =
2 PASCASARJANA(S2) 1 2 3
3 SARJANA (S1) 15 18 33
4 SARJANA MUDA (D3) 4 5 9
5] SLTA/ SMA/ MA 15 11 26
6 SLTP/ SMP
7 SD - -
JUMLAH 35 35 71

Sumber: Rencana Strategi Dinas Sosial Kota Medan
TA 2021-2026
3.9.5 Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin
Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin merupakan unsur

lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan



bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pemberdayaan Sosial

Dan Penanganan Fakir

melalui  Sekretaris.

Miskinmempunyai
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Bidang

tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pemberdayaan sosial dan penanganan

fakir miskin. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pemberdayaan

Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yaitu:

1.

2.

Tim Kerja Lingkup identifikasi dan penguatan kapasitas

Seksi Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan

Stimulan, dan Penataan Lingkungan

Tim Kerja Lingkup Kelembagaan, Kepahlawanan, dan Restorasi Sosial

Jabatan Fungsional

Jabatan Pelaksana.

Gambar 3.5 jumlah DKTS (Data Terpadu Kesejahteraan

No Uraian

Bantuan Sosial Sembako
Bantuan Sosial E1 Nino
Bantuan Pangan Nasional

= @ o =

Bantua Sosial Tunai

Pendidikan

5 Bantuan Sosial Tunai
Penyandang Lansia

6  Bantuan Sosial Tunai

Penyandang Disabilitas

JUMLAH

Sosial)
Realisasi fakir
Kuota miskin dan orang

Penerima
Bansos

69.358 KPM
68.084 KPM

79.132 KPM
225 orang

1.679 orang

921 orang

219.399

tidak mampu yang Sumber dana

menerima
Bantuan
69.358 KPM
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil
penelitian dilapangan, penelitian ini dilakukan dilapangan langsung dan telah
memperoleh data mengenai pendapat informan. Dalam bab ini akan dibahas data
yang diperoleh selama penelitian berlangsung di Dinas Sosial Kota Medan
mengenai Efektivitas Pelayanan Prima Dalam Program Pembuatan Surat
Keterangan Tidak Mampu Di Dinas Sosial Kota Medan. Pada kesempatan ini
penulis berusaha untuk mengulas objek yang diteliti dan menganalisis data-data

yang diperoleh

Bab ini menyajikan dan menganalisi data yang telah didapat dari hasil
penelitian dilapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data
yang diperoleh dengan wawancara atau tanya jawab dengan informan yang

kemudian dianalisis agar dapat diperoleh kesimpulan.

Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah
yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam
penelitian ini. Data-data tersebut berupa pertanyaan dari para informan mengenai

permasalahan penelitian skripsi ini.
4.2 Deskripsi Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang pada Program
Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu khusus di Dinas Sosial Kota Medan,
Sekretaris serta Kepala Seksi Jaminan Program Pembuatan Surat Keterangan Tidak

Mampu di Dinas Sosial Kota Medan. Adapun narasumber sebagai berikut.
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No Nama Pekerjaan Usia
1. Fery Suhery, Wakil Sekretaris Dinas 51 Tahun
S.Sos. Sosial
2. Fani Marlen JF. Penyelu Sosial Muda 38 Tahun
Phandari, S.1p
3. Fahrul Rozi Bidang Rehabilitasi Sosial 49 Tahun
Pane. S.S0s.M.H

Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jabatan Dan Usia

4.3 Hasil Wawancara
4.3.1 Tangibles ( Bukti Fisik )

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fery Suhery S.Sos. sebagai
wakil Sekretaris Kepala Dinas Sosial Kota Medan pada hari Senin, 03 Maret 2025,

pukul 09.00 WIB, beliau mengatakan

“bahwa pelayanan dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu di dinas
sosial kota medan sudah berjalan dengan baik dan teratur dan yang bisa
dijadikan bahwa pelayanan tersebut efektif yaitu dengan diukur melalui
survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan di dinas
sosial kota medan”

Dengan demikian bahwa pelayanan di dinas sosial kota medan efektif jika dapat
meningkatkan kepuasan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan,
menurunkan jumlah keluhan masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam proses pelayanan yang diberikan di dinas sosial kota medan. Kemudian pada
setiap bulan di dinas sosial kota medan melakukan evalusi terhadap kondisi fasilitas
dan peralatan yang digunakan karna sangat penting untuk meningkatkan efisiensi,

kualitas, serta kepuasan masyarakat.

Untuk menilai apakah pelayanan dalam pembuatan surat keterangan tidak

mampu di dinas sosial kota medan sudah berjalan dengan baik, bisa dilihat dari
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bagaimana masyarakat merasakan prosesnya, kalau masyarakat bisa mengurus
surat dengan mudah tanpa harus bolak-balik karena persyaratan yang tidak jelas, itu
berarti pelayanannya sudah cukup baik. yang penting masyarakat yang
membutuhkan surat ini tidak merasa kesulitan dalam mengurusnya. Kalau bicara
soal efektivitasnya. Bisa dilihat dari kepuasan masyarakat, kalau banyak yang
merasa puas tidak ada keluhan soal antrian yang terlalu lama berarti pelayanan
disini sudah efektiv intinya semakin mudah, cepat, dan transparan prosesnya

pelayanannya akan semakin baik.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa dalam memperhatikan aspek seperti
fasilitas dan peralatan agar dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat, dengan
fasilitas yang diberikan di dinas sosial kota medan dapat merasa lebih nyaman dan

puas dengan pelayanan yang diberikan.

“Dalam memperhatikan fasilitas dan peralatan dalam pelayanan pembuatan
surat keterangan tidak mampu sangat penting karena bisa mempengaruhi
kelancaran proses dan kenyamanan masyarakat yang mengurus surat tersebut.
Kalau fasilitas di dinas sosial kota medan memadai, seperti ruang tunggu yang
nyaman, loket yang tertata dengan baik, dan sistem antrian yang jelas, masyarakat
tidak akan merasa kebingungan atau kerepotan saat mengurus dokumen ini.
Kemudian Masyarakat dapat mengetahui informasi tentang prosedur dalam
pembuatan surat keterangan tidak mampu di dinas sosial kota medan bisa dengan
cara masyarakat langsung datang ke kantor dinas sosial kota medan. Di sana,
mereka bisa bertanya langsung kepada petugas mengenai langkah-langkah yang
harus dilakukan dan dokumen apa saja yang perlu di siapkan. Petugas akan
memberikan penjelasan secara detai dan mudah di pahami oleh masyarakat supaya
masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam proses pengajuan surat keterangan
tidak mampu. Adapun persyaratan yang diperlukan untuk membuat surat
keterangan tidak mampu yaitu, Surat Pengantar RT/RW, Fotocopy Kartu
Keluarga, Fotocopy KTP, Dokumentasi atau surat pernyataan yang belum
terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ”

Selain itu, dinas sosial kota medan juga menyediakan informasi melalui

situs web resmi dinas sosial kota medan atau dengan sosial media yaitu instagram
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dan facebook dinas sosial kota medan , di sana biasanya terdapat panduan lengkap
mengenai pengurusan surat keterangan tidak mampu, termasuk syarat-syarat yang
harus di penuhi dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jika ada perubahan
kebijakan atau persyaratan tamnbahan maka informasi tersebut juga akan

diperbarui secara skala.

Jika masyarakat masih merasa bingung atau mengalami kendala dalam
pengurusan surat keterangan tidak mampu, mereka bisa juga dapat menghubungi
layanan informasi atau pengaduan yang disediakan oleh dinas sosial. Dengan cara
ini diharapkan agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang

dibutuhkan dan dapat mengurus surat keterangan tidak mampu.
4.3.2 Integrasi Dan Adaptasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fani Marlen Phandari. S.IP
sebagai JF. Penyelu Sosial Muda pada hari senin 03 Maret 2025 pada pukul 11.00

WIB beliau mengatakan.

“yang membuat bahwa integrasi dan adaptasi itu penting untuk
meningkatkan efektivitas pelayanan prima dalam program pembuatan surat
keterangan tidak mampu di Dinas Sosial Kota Medan yaitu dikarenakan pelayanan
publik yang baik harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat
serta memastikan semua proses berjalan dengan efisien dan transparan. Dengan
adanya sistem yang terintegrasi, informasi mengenai warga yang membutuhkan
surat keterangan tidak mampu dapat lebih mudah di akses dan di proses tanpa
adanya penundaan.”

Selain itu adaptasi ini juga sangat diperlukan agar pelayanan tetap relevan
dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Adaptasi ini juga
mencakup penggunaan teknologi dalam pelayanan, seperti pendaftaran online atau
sistem antrian berbasis digital untuk mengurangi waktu tunggu saat mendaftar.

Dengan adanya integrasi dan adaptasi, pelayanan prima dalam program pembuatan
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surat keterangan tidak mampu dapat ditingkatkan karena prosesnya lebih cepat,
transparan, dan tidak berbelit-belit. Masyarakat yang benar-benar membutuhkan
bantuan bisa mendapatkan surat ini dengan mudah tanpa merasa dipersulit oleh

prosedur yang telah dibuat.

“Selanjutnya beliau mengatakan bahwa yang berperan penting dalam
mengimplementasikan dan memantau integrasi serta adaptasi dalam pelayanan
pembuatan surat keterangan tidak mampu di dinas sosial kota medan yaitu kepala
dinas sosial kota medan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam
pengelolaan dan penerbitan surat keterangan tidak mampu”

Dinas sosial mempunyai tugas untuk memastikan bahwa proses pelayanan
berjalan dengan baik, mulai dari penerimaan berkas, verifikasi data, hingga
penerbitan surat. Selain itu, dinas disini juga bertugas mengadaptasi kebijakan
pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan publik agar lebih efektif dan efesien.
Kemudian ada juga petugas atau pegawai yang bekerja di dinas sosial yang
memiliki peran penting. Mereka adalah orang-orang yang berhadapan langsung
dengan masyarakat dan memberikan layanan. Dan ada juga lembaga seperti
Ombudsman atau instansi yang berwenang dalam mengawasi pelayanan publik
juga ikut berperan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses
publikasi surat keterangan tidak mampu. Jika ada keluhan atau penyimpangan
dalam pelayanan, mereka bisa melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi

perbaikan kepada dinas sosial.

Beliau juga mengatakan untuk meningkatkan integrasi antar unit kerja serta
adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat dalam mendukung efektivitas pelayanan
prima dalam program pembuatan surat keteranga tidak mampu di dinas sosial yaitu
dengan cara koordinasi antar unit kerja karena sangat penting agar setiap bagian
dalam dinas sosial dapat bekerja secara baik, hal ini dapat dilakukan dengan rutin
mengadakan rapat, baik secara langsung maupun melalui zoom, untuk memastikan
setiap bidang memahami peran dan tanggung jawabnya dalam pelayanan surat
keterangan tidak mampu. Dengan komunikasi yang lancar, hambatan birokrasi
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dapat dikurangi sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien.
Kemudian adanya evaluasi dan monitoring secara berkala, karena harus dilakukan
untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan benar-benar berjalan dengan
efektif, dengan adanya integrasi antar unit kerja dapat semakin kuat adaptasi
terhadap kebutuhan masyarakat semakin baik, dan pelayanan prima dalam
pembuatan surat keterangan tidak mampu dapat diwujudkan secara efektif di dinas
sosial kota medan”

Selanjutnya beliau juga mengatakan “bagaimana cara petugas dan
pelayanan mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus
berkembang dengan cara penyediaan jalur komunikasi yang mudah diakses seperti
nomor layanan whatsApp, akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan
informasi atau menyampaikan keluhan terkait pelayanan dalam pembuatan surat
keterangan tidak mampu”

Dengan adanya jalur ini masyarakat dapat lebih muda mengakses bantuan

tanpa harus datang langsung ke kantor.
4.3.3 Asurrance (Jaminan )

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fani Marlen Phandari. S.IP
sebagai JF. Penyelu Sosial Muda pada hari senin 03 Maret 2025 pada pukul 11.00
WIB beliau mengatakan “mengapa kepercayaan sangat penting dalam pelayanan
program pembuatan surat keterangan tidak mampu untuk masyarakat yang
membutuhkan dikarenakan masyarakat yang mengajukan surat biasanya dalam
kondisi ekonomi sulit, sehingga mereka harus yakin bahwa prosesnya dilakukan
dengan jujur dan adil tanpa adanya diskriminasi atau pengawasan yang diizinkan.
Jika masyarakat bahwa layanan ini tidak transparan atau ada praktik yang tidak adil
seperti pungutan biaya atau pemrosesan yang tidak merata mereka akan kehilangan
kepercayaan terhadap kami dan jika masyarakat percaya bahwa dalam pengurusan
surat ini berjalan dengan baik tanpa adanya kendala mereka juga akan tertib dalam
pengurusan dokumen yang diperlukan. Jika sebaliknya mereka merasa bahwa
prosesnya terlalu rumit atau ada potensi manipulasi, mereka bisa mencari cara lain

termasuk jalur yang tidak resmi yang dapat merugikan sistem pelayanan disini.”
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Dan ketika masyarakat yakin bahwa petugas dinas sosial memberikan
layanan yang profesional cepat, dan tanpa pembohong mereka akan merasa lebih
dihargai. Hal ini juga membantu menciptakan citra positif bagi pemerintah daerah

dalam menjalankannya untuk melayani masyarakat yang membutuhkan.

Selanjutnya ibu fani marlen mengatakan “yang bertanggung jawab untuk
memberikan jaminan kepada masyarakat terkait kualitas pelayanan yaitu dinas
sosial kota medan sebagai instansi utama yang bertanggung jawab atas keseluruhan
proses pelayanan surat keterangan tidak mampu, mereka harus memastikan bahwa
semua prosedur berjalan sesuai dengan turan pelayanan diberikan secara adil, dan
tidak ada izin yang tidak diizinkan”

Kepala dinas sosial mempunyai tanggung jawab dalam mengawasi kinerja
pegawai serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas layanan yang diberikan. Dan
ada juga pegawai dan petugas yang bertanggung jawab untuk memberikan jaminan

kepada masyarakat.

Bapak Fahrul Rozi Pane. S.Sos.M.H mengatakan “bahwa aspek jaminan
sangat penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan secara adil kepada
masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan masyarakat sering kali mengalami
kebingungan karena kurangnya informasi yang jelas mengenai prosedur dan waktu
penyelesaian surat keterangan tidak mampu”.

Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam menyediakan infromasi yang
lebih terbuka dan mudah diakses, seperti melalui website resmi, media sosial dan
papan pengumuman yang tersedia dikantor. Dinas Sosial dapat menyelenggarakan
pelatihan rutin bagi petugas pelayanan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman mereka tentang regulasi terkait SKTM, termasuk syarat, prosedur, serta
dokumen yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian, petugas dapat
memberikan informasi yang benar dan tidak mengirimkan warga yang mengajukan

permohonan SKTM.
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Selain itu, Dinas Sosial juga dapat memberikan pelatihan komunikasi
kepada petugas agar mereka mampu menjelaskan prosedur dengan bahasa yang
mudah dipahami oleh masyarakat. Kemampuan komunikasi yang baik sangat
penting agar masyarakat, terutama mereka yang kurang memahami prosedur
administratif, dapat lebih mudah mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu tanpa

adanya kebingungan atau kesalahpahaman.

Dinas Sosial juga bisa menyediakan panduan tertulis atau digital yang dapat
digunakan oleh petugas sebagai referensi saat melayani masyarakat. Panduan ini
berisi informasi yang jelas dan terstruktur tentang prosedur pengajuan Surat
Keterangan Tidak Mampu sehingga petugas dapat memastikan bahwa informasi

yang mereka berikan selalu akurat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain meningkatkan kualitas petugas, Dinas Sosial juga harus adanya
sistem pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja mereka. Misalnya, melalui survei
kepuasan masyarakat atau pemantauan langsung oleh atasan mereka. Jika
ditemukan adanya kekurangan dalam pelayanan, maka perbaikan dapat segera
dilakukan, baik melalui pelatihan tambahan maupun pelatihan langsung kepada

petugas yang bersangkutan.

Kemudian, memastikan pemanfaatan teknologi juga bisa menjadi solusi
untuk keakuratan informasi. Dinas Sosial dapat menyediakan situs web atau
layanan digital yang berisi informasi lengkap mengenai Surat Keterangan Tidak
Mampu, sehingga masyarakat dan petugas dapat mengakses informasi yang sama
dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam prosedur yang sama.
Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Dinas Sosial Kota Medan dapat

memastikan bahwa petugas pelayanan memiliki pengetahuan yang cukup,
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keterampilan komunikasi yang baik, serta mampu memberikan informasi yang
akurat kepada masyarakat dalam proses pembuatan Surat Keterangan Tidak

Mampu.
4.4 Pembahasan

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Medan jumlah Masyarakat yang
menerima surat keterengan tidak mampu pada tahun 2024 sebanyak 989 DKTS

(data terpadu kesejahteraan sosial) dan yang Non DKTS sebanyak 517.

GRAFIK DKTS DAN NON DKTS PADA TAHUN 2024
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Gambar 3.6 Grafik DKTS dan Non DKTS

DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) adalah basis data resmi yang
memuat identitas dan kondisi sosial ekonomi warga yang tergolong miskin atau
hampir miskin. Data ini menjadi acuan utama pemerintah dalam menyalurkan

berbagai bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

Dalam kehidupan sehari-hari, DTKS bisa dianggap seperti “daftar orang

yang perlu dibantu” oleh pemerintah. Data ini tidak hanya mencakup siapa saja
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yang butuh bantuan, tapi juga mencatat kondisi mereka secara detail, seperti jumlah
anggota keluarga, pekerjaan, hingga pengeluaran. Pendataan ini biasanya dilakukan
oleh pihak kelurahan atau desa, kemudian diverifikasi oleh dinas sosial agar sesuai

dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Melalui DTKS, bantuan dari pemerintah seperti PKH, sembako, atau
bantuan tunai bisa disalurkan secara lebih merata dan adil. Tanpa DTKS,
penyaluran bantuan berisiko salah sasaran atau bahkan tidak sampai ke mereka

yang benar-benar membutuhkan.
4.3.1 Tangibles (Bukti Fisik)

Menurut lapiyoadi (2013) mendefenisikan tangibles yaitu sebagai kemampuan
perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal.
Dimaksudkan bahwa penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik
perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan
yang diberikan. Sedangkan menurut (Arisutha, 2005) bahwa prestasi kerja yang
ditunjukkan oleh individu sumberdaya manusia menjadi penilaian dalam
mengaplikasikan aktivitas kerjanya yang dapat dinilai dari bentuk pelayanan fisik
yang ditunjukkan. Bukti fisiki pelayanan yang diarasakan langsung oleh konsumen
untuk meningkatkan prestasi kerja perusahaan sehingga dapat menghasilkan

kualitas pelayanan yang maksimal.

Dinas Sosial Kota Medan merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung
jawab dalam menangani berbagai permasalahan sosial di Kota Medan, termasuk
pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu. Layanan ini bertujuan untuk
membantu masyarakat kurang mampu agar dapat mengakses berbagai program

bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Pelayanan publik yang efektif
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dapat diukur dari tingkat kepuasan masyarakat, kualitas pelayanan, jumlah keluhan
yang diterima, serta partisipasi masyarakat dalam proses layanan. Dalam konteks
pelayanan surat keterangan tidak mampu efektivitas layanan dapat dilihat dari

bagaimana masyarakat merasakan proses pengurusan surat tersebut.

Jika masyarakat dapat mengurus surat keterangan tidak mampu dengan
mudabh, tanpa harus mengalami kesulitan karena persyaratan yang tidak jelas atau
prosedur yang berbelit-belit, maka dapat dikatakan bahwa pelayanan sudah berjalan

dengan baik.

Jika mayoritas pemohon merasa puas dengan pelayanan yang diberikan,
serta tidak ada keluhan terkait waktu tunggu atau sistem antrian, maka pelayanan
dapat dikatakan telah efektif. Dinas Sosial Kota Medan juga terus berupaya
meningkatkan transparansi dalam proses pengurusan surat keterangan tidak mampu
dengan sistem pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan, masyarakat

dapat memperoleh dokumen yang dibutuhkan tanpa kendala berarti.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa Dinas sosial
kota medan juga memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan
pelayanan sosial, yang mudah diakses oleh masyarakat, ruang pelayanan yang
nyaman dan bersih serta sarana dan prasarana yang pendukung lainnya. Dinas sosial
kota medan juga memiliki peralatan dan teknologi yang mendukung kegiatan
administrasi dan pelayanan, aplikasi dan sistem informasi yang terintegrasi untuk

mendukung kegiatan pelayanan sosial.

Selain itu ketersediaan fasilitas dan peralatan yang memadai dapat
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meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan, fasilitas dan peralatan yang baik
juga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas
pelayanan, dinas sosail kota medan dapat meningkatkan dan memenuhi kebutuhan
masyarakat. Kualitas pelayanan yang baik dapat berdampak pada kepuasan
masyarakat, kualitas pelayanan yang baik dapat berdampak pada kepuasan
masyarakat dan citra dinas sosial kota medan. Maka dari itu perlu dilakukan upaya
yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas pelayanan di dinas sosial kota

medan.

4.4.2. Integrasi dan Adaptasi

Menurut (sutrisno , 2018) integrasi dan Adaptasi merupakan kemampuan
organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan
tolak ukur proses pengadaan dan pengisisan tenaga kerja atau Sumber Daya
Manusia (SDM). Kemampuan adaptasi dalam sebuah organisasi merupakan sampai
seberapa jauh organisasi mampu menerjemahkan perubahan-perubahan baik dari
sisi intern dan ekstern yang ada, kemudian dari adanya perubahan tersebut akan

ditanggapi oleh organisasi yang bersangkutan.

Mengenai hasil wawancara yang telah dilakukan dengan lbu Fani Marlen
Phandari, S.IP, yang menjabat sebagai JF Penyuluh Sosial Muda di Dinas Sosial
Kota Medan. Wawancara ini bertujuan untuk memahami peran integrasi dan
adaptasi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan prima dalam program
pembuatan surat keterangan tidak mampu.

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa integrasi dan adaptasi memiliki
peranan penting dalam memastikan pelayanan publik berjalan secara efisien dan

transparan. Integrasi dalam pelayanan mengacu pada sistem yang memungkinkan
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informasi tentang warga yang membutuhkan surat keterangan tidak mampu dapat
diakses dan diproses dengan lebih mudah tanpa adanya penundaan. Sementara itu,
adaptasi menjadi aspek yang tak kalah penting karena dengan adanya
perkembangan zaman, pelayanan publik harus menyesuaikan diri dengan
kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Salah satu bentuk adaptasi yang telah
diterapkan adalah penggunaan teknologi dalam pelayanan, seperti sistem
pendaftaran online dan sistem antrian berbasis digital, yang bertujuan untuk

mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi proses pelayanan.

Selain itu, juga mengungkap bahwa terdapat beberapa pihak yang memiliki
peran penting dalam implementasi integrasi dan adaptasi dalam pelayanan
pembuatan surat keterangan tidak mampu. Kepala Dinas Sosial Kota Medan
bertanggung jawab dalam mengelola dan memastikan proses pelayanan berjalan
dengan baik, mulai dari penerimaan berkas, verifikasi data, hingga penerbitan surat.
Selain itu, petugas atau pegawai yang bekerja di dinas sosial juga memiliki peran
yang sangat krusial karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat dan
memberikan pelayanan secara langsung. Tidak hanya itu, lembaga seperti
Ombudsman atau instansi yang berwenang dalam pengawasan pelayanan publik
juga turut berperan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam
penerbitan surat keterangan tidak mampu. Jika ditemukan keluhan atau
penyimpangan dalam pelayanan, lembaga ini dapat melakukan evaluasi serta
memberikan rekomendasi perbaikan kepada Dinas Sosial.

Dalam upaya meningkatkan integrasi dan adaptasi dalam pelayanan,

koordinasi antar unit kerja menjadi hal yang sangat penting. Setiap bagian dalam

Dinas Sosial harus bekerja sama dengan baik agar proses pelayanan dapat berjalan
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lebih efektif dan efisien. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan rutin
mengadakan rapat, baik secara langsung maupun melalui platform daring seperti
Zoom, untuk memastikan bahwa setiap bidang memahami peran dan tanggung
jawabnya dalam pelayanan surat keterangan tidak mampu. Komunikasi yang lancar
akan mengurangi hambatan birokrasi sehingga proses pelayanan menjadi lebih
cepat dan efisien. Selain itu, evaluasi dan monitoring secara berkala juga harus
dilakukan untuk memastikan sistem yang diterapkan benar-benar berjalan secara
efektif. Dengan adanya integrasi yang semakin kuat antar unit kerja, adaptasi
terhadap kebutuhan masyarakat pun dapat berjalan dengan lebih baik, sehingga
pelayanan prima dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu dapat

diwujudkan secara optimal di Dinas Sosial Kota Medan.

Adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang juga dapat
dilakukan dengan penyediaan jalur komunikasi yang lebih mudah diakses, seperti
nomor layanan WhatsApp. Dengan adanya jalur komunikasi yang lebih fleksibel,
masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi atau menyampaikan
keluhan terkait pelayanan tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Sosial. Hal
ini tentu akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses

pelayanan dan mempercepat proses administrasi yang mereka butuhkan.
4.4.3 Asurrance (Jaminan)

Menurut Tjiptono (2012) jaminan adalah sesuatu yang berkenaan dengan
ilmu dan etika karyawan dalam menumbuhkan rasa percaya dan keyakinan
pelanggan. Dalam pendapat lain jaminan menurut Apriliani (2018) jaminan adalah
sebuah bentuk kepastian yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen

sehingga konsumen merasakan puas akan mutu suatu produk, yang dapat diukur.
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Dalam pelayanan publik, jaminan atau kepastian dalam proses administrasi
menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi masyarakat yang berada dalam
kondisi ekonomi sulit. Berdasarkan hasil wawancara dengan lbu Fani Marlen
Phandari, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pembuatan Surat
Keterangan Tidak Mampu bergantung pada transparansi dan profesionalisme dalam
pelaksanaannya. Masyarakat yang mengajukan surat ini mengharapkan bahwa
proses ini berjalan dengan jujur, adil, dan tanpa diskriminasi. Jika mereka merasa
bahwa prosedur tidak transparan atau terdapat praktik yang tidak adil, seperti
pungutan liar atau pemrosesan yang tidak merata, kepercayaan mereka terhadap
layanan ini akan menurun. Sebaliknya, jika mereka yakin bahwa pengurusan SKTM
dilakukan dengan baik tanpa kendala, mereka akan lebih tertib dalam menyiapkan

dokumen yang diperlukan.

Jaminan dalam pelayanan publik tidak hanya berfungsi untuk menjaga
kepercayaan masyarakat tetapi juga membantu menciptakan citra positif bagi
pemerintah daerah. Ketika masyarakat merasa bahwa pelayanan diberikan secara
profesional dan cepat, mereka akan merasa lebih dihargai dan puas dengan sistem
yang ada. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kota Medan sebagai lembaga yang
bertanggung jawab atas proses pengurusan Surat keterangan tidak mampu harus
memastikan bahwa seluruh prosedur yang diterapkan sesuai dengan regulasi yang
berlaku dan dilakukan dengan adil. Kepala Dinas Sosial memiliki peran penting
dalam mengawasi kinerja pegawai dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas
layanan. Sementara itu, petugas di lapangan harus memastikan bahwa masyarakat
mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan.
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Salah satu tantangan yang sering dihadapi dalam pelayanan surat keterangan
tidak mampu adalah kurangnya informasi yang jelas mengenai prosedur dan waktu
penyelesaian dokumen. Banyak masyarakat mengalami kebingungan karena
informasi yang tersedia terbatas, sehingga mereka harus datang berkali-kali ke
kantor Dinas Sosial untuk memperoleh kejelasan. Untuk mengatasi masalah ini,
perlu ada upaya dalam menyediakan informasi yang lebih terbuka dan mudah
diakses, baik melalui website resmi, media sosial, maupun papan pengumuman di
kantor. Dengan adanya akses informasi yang lebih luas, masyarakat dapat
mengetahui prosedur yang harus dilakukan tanpa mengalami kebingungan atau

ketidakpastian.

Selain transparansi informasi, peningkatan kapasitas petugas pelayanan
juga menjadi faktor penting dalam memberikan jaminan kepada masyarakat. Salah
satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan rutin bagi
petugas pelayanan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai regulasi
surat keterangan tidak mampu, termasuk syarat, prosedur, dan dokumen yang
dibutuhkan masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, petugas dapat memberikan
informasi yang benar dan tidak menyesatkan masyarakat yang mengajukan
permohonan SKTM. Selain itu, pelatihan komunikasi juga diperlukan agar petugas
mampu menjelaskan prosedur dengan bahasa yang mudah dipahami oleh
masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan proses

administratif.

Untuk memastikan pelayanan yang lebih optimal, Dinas Sosial juga dapat
menyediakan panduan tertulis atau digital yang dapat digunakan oleh petugas

sebagai referensi dalam melayani masyarakat. Panduan ini harus berisi informasi
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yang jelas dan terstruktur mengenai prosedur pengajuan surat keterangan tidak
mampu, sehingga petugas dapat memberikan layanan yang konsisten dan sesuai
dengan aturan yang berlaku. Selain meningkatkan kualitas petugas, pengawasan
terhadap pelayanan juga harus diperkuat. Salah satu cara yang dapat dilakukan
adalah dengan melakukan survei kepuasan masyarakat atau pemantauan langsung
oleh atasan. Jika ditemukan kekurangan dalam pelayanan, perbaikan harus segera
dilakukan, baik melalui pelatihan tambahan maupun pembinaan langsung kepada

petugas yang bersangkutan.

Pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi solusi dalam meningkatkan
keakuratan informasi dan mempercepat proses pelayanan. Dinas Sosial dapat
menyediakan platform digital yang berisi informasi lengkap mengenai surat
keterangan tidak mampu, sehingga masyarakat dan petugas memiliki akses yang
sama terhadap prosedur yang benar. Dengan adanya sistem berbasis teknologi,
potensi kesalahan dalam prosedur dapat dikurangi, dan masyarakat tidak perlu
datang langsung ke kantor hanya untuk mendapatkan informasi dasar mengenai

pengurusan surat keterangan tidak mampu.

Namun, masih terdapat berbagai kendala yang sering dihadapi oleh
masyarakat dalam mengurus surat keterangan tidak mampu, seperti prosedur yang
dianggap terlalu panjang dan kurangnya informasi yang jelas mengenai syarat dan
langkah-langkah yang harus diikuti. Akibatnya, masyarakat sering kali harus bolak-
balik ke kantor Dinas Sosial hanya untuk melengkapi dokumen yang sebenarnya
bisa dipersiapkan sejak awal jika informasi yang diberikan lebih transparan. Selain
itu, perubahan aturan atau kebijakan yang tidak disosialisasikan dengan baik juga

menjadi salah satu penyebabnya.
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Dengan menerapkan berbagai langkah perbaikan ini, Dinas Sosial Kota
Medan dapat memastikan bahwa pelayanan pembuatan surat keterangan tidak
mampu berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan harapan
masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik akan meningkat
seiring dengan adanya kepastian dalam prosedur, profesionalisme petugas, serta
keterbukaan informasi yang lebih baik. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat
bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga memperkuat citra pemerintah

dalam memberikan layanan yang adil dan transparan.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab hasil pembahasan, maka dapat

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial Kota Medan dalam

pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu dipengaruhi oleh beberapa faktor

penting.

1.

tangible atau bukti fisik

pelayanan, seperti fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai, serta
penggunaan teknologi yang mendukung, menjadi salah satu indikator
penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini sejalan dengan
upaya Dinas Sosial dalam menyediakan lingkungan yang nyaman, mudah
diakses, serta memastikan adanya sistem administrasi yang terintegrasi dan

efisien.
integrasi dan adaptasi

dalam pelayanan sangat diperlukan untuk menjamin pelayanan yang
transparan dan efisien. Penggunaan teknologi dalam bentuk sistem
pendaftaran online dan antrian berbasis digital telah berhasil mengurangi
waktu tunggu dan meningkatkan efektivitas. Selain itu, koordinasi antara
berbagai unit Kkerja juga berperan penting untuk memastikan proses

pelayanan berjalan dengan lancar.
Asurrance (jaminan)

dalam pelayanan publik sangat krusial, terutama dalam menciptakan

kepercayaan masyarakat. Kepastian prosedur dan profesionalisme petugas
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menjadi faktor utama dalam menjaga citra positif pemerintah. Dinas Sosial
harus terus memperkuat transparansi dalam informasi prosedur dan waktu

penyelesaian untuk menghindari kebingungan di kalangan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mencoba
memberikan saran-saran untuk meningkatkan Efektivitas pelayanan Prima dalam
Program Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Dinas Sosial Kota Medan

antara lain:

1. Penyederhanaan Prosedur. Dinas Sosial perlu menyederhanakan prosedur
pengurusan SKTM agar lebih efisien, mudah dipahami, dan tidak
membingungkan masyarakat. Hal ini akan mengurangi waktu tunggu dan

meningkatkan kenyamanan bagi pemohon.

2. Peningkatan Transparansi. Dinas Sosial diharapkan untuk lebih terbuka
dalam menyediakan informasi mengenai prosedur dan waktu penyelesaian
pengurusan surat, baik melalui media sosial, website resmi, maupun papan
pengumuman di kantor. Dengan informasi yang jelas dan mudah diakses,

masyarakat dapat lebih siap dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan.

3. Peningkatan Kapasitas Petugas. Pelatihan rutin bagi petugas pelayanan
sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan
informasi yang akurat dan memahami regulasi yang berlaku. Pelatihan
komunikasi juga diperlukan untuk memastikan petugas dapat berinteraksi

dengan masyarakat dengan sopan dan efektif.
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4. Penggunaan Teknologi. Dinas Sosial perlu terus memanfaatkan teknologi
untuk mempercepat proses administrasi, seperti memperbaiki sistem
pendaftaran online dan meningkatkan sistem antrian digital agar dapat

mengurangi kerumunan dan waktu tunggu masyarakat.

5. Evaluasi dan Monitoring. Dinas Sosial harus melakukan evaluasi dan
pemantauan secara berkala terhadap pelayanan yang diberikan. Survei
kepuasan masyarakat dan feedback dari masyarakat dapat menjadi bahan

evaluasi untuk memperbaiki kualitas layanan secara berkelanjutan.
Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan Dinas Sosial Kota Medan
dapat meningkatkan kualitas layanan dalam pembuatan Surat Keterangan Tidak

Mampu dan memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
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4. Lokasi Dinas Sosial Kota Medan, yang berlokasi di jalan Pinang Baris
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SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
Nomor : 2066/SK/I1.3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Polittk Nomor:
1964/SK/11.3. AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M
Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi
Ilmu Administrasi Publik tertanggal: 05 November 2024, dengan ini menetapkan judul dan
pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : SINDY ADELIA

NPM : 2103100030

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025

Judul Tugas Akhir Mahasiswa  : EFEKTIVITAS PELAYANAN PRIMA DALAM
PROGRAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN
TIDAK MAMPU DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN

Pembimbing : AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai

berikut:

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku
pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.

2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaflar
di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 021.21.310 tahun 2024.

3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila
tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Masa Kadaluarsa tanggal: 05 Mei 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tangal, 13 Djumadil Awwal 1446 H

15 November 2024 M

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU di Medan;

2. Pembimbing ybs. di Medan;

3. Pertinggal
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PERMOIIONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Kepada Yth. Medan, |4 JoAUaR 2025
Bapak Dckan FISIP UMSU
di .
Medan.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa. Fakultas Ilmu Sosial dan
Ttmu Politik UMSU :

Nama lengkag Sl‘\dq Adee

NPM : Q03100030 .......

Program Studi  : Mowur, Pdm!mftmf' Pubuu
mcnoajukan permohonan menmkun Semiaar Proposal Tugas Alkhir Mahasiswa (Skiipsi Dan
Jurnal Ilmxah) yang' ditetapkan dengan Surat: Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir

Mshmswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmlah) Nomor: 021.2\ JU/SK/L3-AU/UMSU-03/F/2024 ..
LAY Jauan 20T ... dengan judul sebagai berikut :

ﬂ’dihmws Paaaanan Prma_daguProgaom fenlbuatan Sumt (@ksongan
Y mionipy di drg Sosa. 0la Medan

Bersama permohonan ini saya lamipirkan :
1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal llmiah)
(SK-1);
"2, Surat Penctapan Judul dan Pemblmbmg Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jumal limiah)
(SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Scmentara yang telali disahkan; \
4, Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir :
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan; {
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa; i
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal; ,
8. Semuz berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukan ke dalam MAP berwamna BIRU;
9. Propsosal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).
Demikianlah permohonan, saya untvk. pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya
ucapkan terima kasih. Waswlam. v

Menyetujui Pemohon,

Pemtinbjog

: aum...samm,g..sosm@ Slndﬂ Adula

MIDN: 0120000303 * 2732\ m
& @ ST
. BAR-PT

Ageast hel I oyaken Malayuin
Malaymian Cualifations Agency




65

TUNONIS
S=S0T ASIVEEY 1 NINYS ISYNEY NYTTVONSONSd VAVAN WYIVa
O NSNS SYNID YOVE ONINNYTE ISONNS SYLIALLXY3S3

"VdW "$0S'S 'V HIQIVHA

VI "0S'S
'ANZIY ¥YIYN HYD315V

£20001€012

INVAONIM I1S3H YI¥Y

NIYS
PN TNYL YLON 1T TSYTNAT NINY IS W2 0¥d NVAVHINSd ONVINIL
SO0 N L ST SOINON YLONMYM NYSNLYSE3d ISYINSNT1dNI

‘dV'I "'S0S’S ' 1NdVS ONNOY

"VdW "'S0S’S 1TV HIQIVHN

L1000LE0LZ

NVLIVINYd Y3VYIL

DNYOESS S0 NSLVENEYN NIONRISS
NEIVINTTEN (T (Sxa=N) WESLHVTSS VONVNTEN NVLVYON3d
NI IVEDNDES YATEN WYVED0ONE WYTVA ONIZINVOYO 1931VH1S

"dV'IW "'S0S°S 'V1NdVYS ONNOY

SN
“$0S'S IVZIYNY 103Q a

190001€012

HVYSdYH NAYASIH|

WY Y L0)N TRISCS SYNIT I NENVIN XVALL NVONVHEIL3N LVNS
NELNTIES:S NE0052 KYTVE YIS NYNVAYISd SYLIALLYE4A3

"dV'IW "'s08°S ' LNdVS ONNOY

H'IW "$0S°S "NIQGNYIYAS

0€000Le0Le

VIN3av AGNIS

NYSN TL0¥ AVAYIIM 10 YHVAN T38Y) NYVLVYN3d

ISYSIITNLLEC W70 XSWSYAS SYNIQ ONILYNIQHOO0D 1I931VH1S

‘dS'W “80S’S ‘'VHIQUVHVN YANYNY

Z 1 NSWN dISi4 VINY
1esejes ‘p's g1\ 00'80
§Z0Z uenuer /) ewnr
Aand Isels|uiwpY nwyy

SZOZIIAIEO-NSWN/NVY €' IWANN/oSL -

WN
“H'S 'IM3NILYVN YaI

1 Jeulwsg uidwiwad
£ yedwe )
nBEAA

|e6bue] ‘ueH

1pmMS weiboid

120001E0LC

ONVAVE3S YAIHONY SYWIQ




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PL‘N(‘FMUANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAWHVIADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS !ILWIU SOSIAL DAM ILMU POLITIK

UMSU Tr‘rakmdltasl llnogul Berdasarkan I(epulusan Eadan Akredltasl Naslonai Perg Jruan Tinggl No. 191JISKIBAN PTIAKKPIPTIAII2022
PusatAdmInIst:asl Jalan Mukhtcr Bast No. 3Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

! Terperayy
'“'wl ﬁhttps Mslpumsuacld ¥ ﬁslp@umst‘l acld  Uumsumedan @umsumedan . Elumsumedan 1 umsumedan
o ;
"" . L i 3 i | g' P TR S
; ' Sk-5

BERI'I‘A ACARA BIMBHN(‘AN TUGAS AKHIR MAHASISWA

o, ;.,;dea Adw
| ;l(n{u Adnums«a» Wb\lt :

Jidal Tugas Ak .. Betngs Peadnan uma A, ?fDGG‘W‘ .
ugas rMahas:swa ; Wmﬂ?\&& Kﬂemngm haabMﬂNW :

‘ (SknpsxDanJumalIlmxah) i,
, L dwnos gostaL. kot wedon.

Nama lengkap
NP M
Program Studi

1S e Pestengn auawsmw R

o %/bes‘—mzq 'Bwbmgan Qobr doin %Iﬁ;‘;';’-b ‘::g' - /2‘ |

3. | 2fos04 B\mbmgan Bub'r Ao\n Eﬂblif Ay ra o / v
. ??lﬁ(jln-vozr Btmbmgcm &lbﬁl .'.' / i
(i "baﬁ;mzr‘ Ace Provom &mw , / | |
. /kb - | Binbagn dradt wawancara »4 g .
1 Q,({dywzr ce. drutt u)awoamm L /} -
) e Bn 5 R
8 M fpumy %\mbwgm oo If aaﬂ W ke /7
0. mmz_, hee sm?m /
L : ' e /1. Medan, .'|.$ Apr 20|’~r

66




67

PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS SOSIAL

Jalan Pinang Baris No. 114, Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara 20127
Laman dinsos@pemkomedan.go.id, Pos-el dinsosmedan@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 000.9/0640

Berdasarkan Surat Badan Riset dan Inovasi Daerah Nomor
000.9/0919 Tanggal 18 Februari 2025. Tentang Surat Keterangan Riset di

pinas Sosial Kota Medan, Menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Sindy Adelia

NIM : 2103100030

Program Studi  : [lmu Administrasi Pgblik
Universitas : Universitas Muhammadiyah

Judul . “Efektivitas Pelayanan Prima Dalam Program
Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Dinas

Sosial Kota Medan”.

Menerangkan bahwésanya mahasiswa/i atas nama tersebut di atas
clah melakukan kunjungan dan riset dalam bentuk wawancara kepada

rejabat Dinas Sosial Kota Medan.

emikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 12 April 2025

Dilandatangani secara elekironik oleh :

gha Knoiruddin, S.Sos, SE, MM
Pembina Utama Muda (IVic)
NIP 197011171990071001
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Pogram Studi limu Administras! Publlk
Hari, d.‘u:unm_. Rabu, 23:April 2025
Wakts . 08.00 WIS 5.d. Selesa
Tempat AulaFISIPUMSULL 2
" TIM PENGUJI
o Msna Mshasiswa Nomor Pakok Judul Ujlan Tugas Akhir
Mahasiswa FENGUJI PENGUJI Il PENGUJIIII
R X - |RAFIEQAH NALAR RIZKY, |AGUNG SAPUTRA, SS.0s.| EFEKTIVITAS PELAYANAN PRIMA DALAM PROGRAM PEMBUATAN
B SMCNOCLY: [ [ 2tostoosan [svarrupomm, s:sos, mes MA. MAP. 'SURAT KETEPANGAN TIDAK MAMSU DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
TMPLEMENTAS] PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 23 TAHUN 2021
T | JULIANA BR GINTING 2103100034 %oouw:%o_; %»ﬁzm SAPUTRA, §S.08, m%mowo,ﬂ,_\rz»;x RIZKY, |{ENTANG PERAN DESA DALAM INTERVENS! PENURUNAN STUNTINC
1 Sos., M. - Sos.. M TERINTEGRASI DI DESA RAYAN
e IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10
5 |saLsasiia 2103100026 wﬁ_ﬁwzéu_wﬂo i ﬂwﬁwzo SARUTRA SSox, mﬂv_wm\,uh:»_ee RRIZKY, | TAHUN 2021 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM D!
il gDV el B b PASAR TRADISIONAL MARELAN
ANANDA MAHARDIKA,  |RAFIEQAH NALAR RIZKY, ; IMPLEMENTASI KEBUJAKAN JAMINAN RESIKO PENANGKAPAN IKAN
Q
S JTARANANGEUTAM 4 HOB100013: No e, NABP $.S0s,, MA. SYAFRUDDIN, S.S0s, MH | o\ 15 UDIDAYA IKAN DAN USAHA PERGARAMAN DI KOTA SIBOLGF
T . — IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI AGEH TIMUR NOMOR 34 TAHL
(=]
10 | SHINTA INDAH WARDHANA 2103100044 m>u§>_,m}wﬂwwa ARIFN pwﬂzo SAPUTRA, $8.05. | v AFRUDDIN, S.S0s, M4 | 2021 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI
/ EEATE _ : KABUPATEN ACEH TIMUR
Notulis Sidang : Medan, 22 Syawal 1446 H
. 21 Aprl 2025 M
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UNIVERSITAS MUMAMVADITAH SUMATERAL

LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Sindy Adelia

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN
(JAPK), accredited Google Scholar, Garuda, E-2807-6729. This journal is published by the
public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara, We are glad to inform you that your paper “Efektivitas
Pelayanan Prima Dalam Program Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Dinas
Sosial Kota Medan ” has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol
5 No 1 Juny (2025). We hope tliat publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, April 19, 2025
Editor In Chief

hidir Ali, S.S0s,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : http./jjurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index
Contact: 082160559891
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